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Abstract

ate forest at Kuningan district, West Java province, has shown increasing coverage at average of 5,86%
o 2(3-2009. The forest has served as protection wrea beside state protection forest in Kuningan
el The forestland status is private property whereas forthe owner has served as production forest. The
nf this research was In assess performance of that private forest management, using ser of criteria and
cators for susiuinable community-based forest management developed by the Indonesian Ecolabelling
Waute/LE! (2002). The result shows that management practiced fuil to fulfill the standard. Nevertheless
bate property rights of the forest land enabled the owner to invest in forest development for economic
vit, which public perceived having a positive mpact in the form of environmental services, Lack of
wical und institutional capactty in forest management need to be improved to enable the owner gain

capai 1.8 juta th!.u' p:u!J periode  2000-2005
2000y,  perkembanzan luns hulan rakvat
indikasikan hal sebaliknya. Perkembangan hutan
di Jawa dan Madura menunjukkan peningkatan
g tata-rata 2000000 ha'tshun pada penode 2003-
0 (Nugroho 2010, Luas hutan rakyat pada 2010
scapai 3.6 juta hektar dengan sebaran meliputi Jiawa
i Madura 2,80 juta ha (78%). Sumatera 0,22 juta ha
4%, Sulawesi 021 juta ha (3.81%), Bali dan Nusa
=3 a Barat — Nusa Tenggara Timur 0,19 juta ha
_-r.' 3%} Kalimantan 6,13 juta ha (4.11%) dan sisanva
sschar di Papua dan Papua barat serta Maluku dan
fuku Utara (Media Persaki 2010).
Fenomena tersebul di atas cukup menggembirakan
s seharusnya mendapatkan dukungan dar berbagai
JFengelolaan  hutan  rakyat telah  memberikan
mfaat  ekonomi  yang  dirasakan langsung  oleh
rga pengelola maupun secara tidak  langsung
srpengaruh terhadap perckonomian desa, meskipun
endapatan masyarakat dari hutan mkyat masih kecil
isar tidak lebih dari 10% pendapatan total yang
sterima | Darusman dan Harjanto2006). Disamping it
pembangun hutan tanoman tidak saja memberikan
penfaal secara ekonomis, tetapi juga membenkan
anfaal sosial mavpun lingkungan (Cossalter dan Pye-
ymith 2003 dalam Nugroho 2010),

swomic benefit while provide environmental services for public.

words: private forest, sustainable forest management, protection area, institution

DCalam  peraturan  perundangan  Indonesia  status
hutan terdin dar hitan negaca dan hotan hak Hotan
hak atau disebut juga hutan rakyat adalah hitan yang
berada pada tanah vang dibebani hak atas tanah.
Awang (2007), Suhardjito er af. (2000} dalam LEI
(2002a) menyarankan pengertian hutan rakyst yang
diperluas dengan menckankan kepada pengelolanya
(mkyat) wyaitu sebagal hutan yang pengelolaannya
dilaksanakan oleh organisasi masyarakal baik pada
lahan milik individu, lahan komunal, lahan adal
maupun lahan yang dikuasal negara,

Mutan rakyat di Jawa biasanya dibangun di atas
lahan talun maupun pekarangan yang berkembang
sejak awal abad ke 20 serta pada lahan tegalan yang
berkembang pada tahap relatif baru (Simon 1999
dalem Awang 2007). Sementara itw Muslich dan
Krisdisnto (2006) menyatakan bahwa perkembangan
hutan rakyat dimulai ketika masyarakat menanami
labusn miliknya dengan kombinasi tanaman pangan dan
tanaman hutan vang dikenal dengan agroforestri. Pada
awalnya pemanfaatan  Kayunya  digunakan  untuk
kebutuhan sendinn  sebagar  kayy  bakar  maupun
pertulangan, namun kemodian berkembang menjadi
alternatif  pasokan  kayo  bagi  mdustr Tujuan
masyarakal menanam hutan adalah untuk mendapatkan
manfaat ekonomis dan hasil kayunya.

Dalam komteks manfaat lingkungan hutan rakyal,
secars fistk hutan rakyat dapat berada pada lahan-lahan
yang memiliki karakteristik fisik sebagni kawasan
lindung. Fungsi lindung tersebut terutama adalab uniuk
membenkan  perlindungan  terhadap  kawasan  di
bawahnyva sehbagaimana halnya fungsi hutan lindung
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vailu  schapai. sistem  penyangsa kehidupan untuk
mengatur tata air, mencesah banjir. mengendalikan
crosi, mencegah antrusi oair lawt, dan memelihara
kesuburan  tanah (UL nomor  41/1999  tentang
kehutanan).

Potensi Tungsi lindung hutan rakyat diantaranya
dizkomodasi dalam Peraturan Daersh Propinsi Jawa
Baral Nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan
kawasan lindung,yang menetapkan adanya kawasan
berfimgst lindung di Juar kawasan hotan lindung imiuk
memberikan  fimgsi  findung  terhadap  kawasan
bawahannya. Menurt Perda tersebul di atas, kriteria
kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan
lindung  adalah:{a) kawasan dengan  fakior-
faktorkelerengan, jenis tanaly dan curah hujan dengan
skor antara 125 — 175, (b) kawasan dengan curah hujan
Iebth dart 1000 mm/tahun, (¢) kelerengan di atas 15%,
{d} Ketinggian tempat 1000 sampai dengan 2000 meter
di atas permukaan laut,

Merujuk pada Perda Jawa Barat tersebut di atas,
pemerintah daerah kabupaten Kuningan propinsi Jawa
Barat menetapkan target luas kawasan lindung pada
tahun 2013 seluas 41.773 ha (353% luas wilayah) yang
terdint dari 66% kawasan hndung di dalam kawasan
hutan (27618 ha) dan 34% (14,1 15 ha) di Tuar kawasan
hutan  (Bappeda Kuningan, 2008). Sementara  itu
Hartono (2008) mengidentifikasi terdapat 1523475
hektar lahan masyarakat di  wilayah kabupaten
Kuningan, yang didominasi hutan, kebun, ladang dan
belukar, vang memenuhi kifteria Kawasan berfungsi
lindung i Juar kawasan hutan lindung Pada laban-
lahan  tersebut masvarakat melakukan penanaman
tanaman hutan dan dapat dikategorikan sebagai hutan
rakvat.Dengan  demikian kawasan hutan rakyat i
potensial menjadi bagian dari kawasan lindung vang
menjadi program  pemerintah daerah  tersebut.Fokus
penelitian ini adalah pada hutan rakyat vang berada
pada areal vang. sesvai dengan karakteristik Kawasan
berfungsi lindung di luar hutan lindung tersebut,

Penelitian-penelitan tentang hutan rakyat dalam
kaitannva  dengan  fungst  lindung  belum  banyak
dilakukan. Beberapa penelitian  fentang  hutan
rakyatvang telah dilakukan diantaranya pada aspek
jenis-jenis yang  ditapam  dan mila  ekonominya
(Darusman dan  Harjanto 2006:Jariyah  dan
Wahyuningrom 2008;Bismarker al. 2007; Widiarti dan
Prajadimata 2008), lembagza pembanzunan hutan rakvat
{Diniyati dan Sulistvati 2005), peningkatan kualitas
kavunya (Muslich dan Krsdianto 2006) maupun
perkembangan pola pengelolaannya (Martiner al. 2003
dalam Winamo dan Wahrneo, 2007).

Analisis kelestarian pengelolaan hutan rakyat

Analisis tutupan lahan hutan rakyat di wilayah
kabupaten Kuningan dengan menggunakan metode
Merkow Chenge Detection menunjukkan
tenadinyapeningkatan  tutupan  lahan  berhutan  pada
periode antara tahun 2003-2009, vaitu dari 12952 ha
menjadi 13711 ha atau meningkat  5.86%.Dalam
kuitannya untuk mendapatkan fungsi lindung yang
berkelanjutan  dam hutan mkyat, kinera, fisikyang
menunjukkan peningkatan tulupan hutan i harues
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didukimg eleh kinerja pengelolaannyva, Untuk itu maka

pengelolaan hutan rakyat tersebut harpslah dilakukan

secara lestari.

Konsep pengelolaan hutan lestari didasarkan otas
terpenuhinya kelestarian tiga fungsi utama hutan (de
Groot, 1994: Uptonand Bass, 1995 dalam Lembaga
Ekolabel Indonesia, 1998), vaitu;

a) Fungsi Ekologis/Lingkungan: Ekosistem  hutan
harus mendukung kehidupan organisme yang
schat, tetap  mempertahankan  produktivitas,
adaptabilitas dan  kemampuannya untuk  pulih
kembali.

b)  Fungsi Sosial: Mencerminkan keterkaitan hutan
dengan  budava, etika, norma  sosial  dan
pembangunan, Suatu aktivitas dikstakan lestan
secara sosial apabila bersesumian dengan ctika dan
norma-norma sosial atau tidak melampaw batas
ambang  toleransi Komunitas setempat terhadap
perubahan,

¢} Fongsi Ekonomis: Menunpukkan bahwa manfaal
dari hutan melebibn buaya yang dikeluarkan oleh
unit: ranagemen dan modal yvang ekuivalen dapat
diinvestasikan dan salu  generasi ke generasi
berikutnya.

Untuk kepentingan penilaian kinerja pengelolaan
hutan lestart, Lembasa Ekolabel Indonesia (LET) vaitu
suatu lembaga mirlaba yang mengembangkan sistem
sertifikast pengelolaan hutan lestari di Indenesia, telah
menyusun standard yang secara hierarkhis menjelaskan
prinsip, kntenia dan indikator serta verifier atau alat
verifikusi  copaian  indikator.Standard  dibedakan
berdasarkan tipe pengelolasn hutannya yaitu standard
untuk pengelolaan hutan alam, hutan tanaman dan
hutan masyarakat. Standard yang relevan untuk konteks
hutan  rakyat adalab  standard  pengelolaan  hutan
herbasis masyarakat lestari (PITBML) untuk hutan hak
milik.

Mamun demikian standard ini perspektifnya adalah
pengelolaan hutan dalam suatu unit manajemen atau
penzelolaan sugtu  kawasan  hutan  secara
kolektif Aplikasi standard g dipilih untuk melihat
prakick pengelolaan di lapangan dalam kemteks untuk
mencapal wjuan pengelolaan hutan yang memberikan
fungst Imdung bagi masyarakat yang lebih luas, yaitu
tujuan koleknif, bukan hanya tujuan pengelolaan bag
pemiliknya semata,

Standard PHEML untuk kelestanan fungs: produks
memiliki 17 indikator Kelestanan - fungst  produks
harus  ditunjung  oleh  kepastian  kawasan  dan
terpeliharanya sumberdaya hutan, menerapkan praktek
pengelolaan hutan yang terencana dengan penatasn
areal pengelolaan dan pengaturan hasilnya, serta secars
ekonomis mengmuntungkan pengelofanya dan  dap:
memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonom
setempat.

Pada standard kelestarian fumgs
ckologis/lingkungan terdapat 5 indikator yang meli
adanya atoran-aturan  untuk  meminimasi  dam
negatif, informasi dampak  pengelolaan  ter
lingkungan, rencana  pengelolaan dampak
efektifitas  pelaksanaannyva,  mformasi  spes




endemik/lancka/dilindungi  serta  uwpaya  minimas
dampak terdahup spesies endemik/langka/dilindung.

Kelestanian  fungsi  sosial  divkur melabu 10
indikator yang meliputi kriteria kejelasan tentang hak
- penguasaan dan pengelolaan laban, ketshanan dan
penzembangan ckonomi komunitas, terbangunnya pola
hubungan yang setara dalam proses produksi, sema
keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas,
Setiap indikator memiliki norma penilaian berupa
‘deskripsi kondisi capaian indikator yang dikategorikan
Cdalam baik, cukup dan jelek. Pengambilan keputusan
pada sertifikasi hutan rakyat dilakukan dengan scoving
- dimana bobot pada seniap aspek dalam satu tipologi
pengelolaan  dianggap  sama.  Hal  ini  dengan
- pertimbangan bahwa perbandingan bobot kepentingan
aspek produksi, ckologi dan sosial telah dilakubkan pada
penentuan tipologi pengelofaan hutan rakyat. dimana
satandard untuk hutan rakyat pada lahan milik berbeda
dengan standard hutan rakyat pada lahan adat yang
dikuasai secara komunual maopun pada lahan vang
: ai negara, Atau dengan kata lain perbedaan bobot
pepeniingan antar aspek ekologi, produksi dan sosial
menentukan tipologl pengelolaan hutan rakyat. Dengan
Semikian bobot masing-masing aspeck  maupun
dikator pada satu tipologi pengelolaan  dianggap
ma. Kritena keputusan dalam sertifikasi pengelolaan
mtan rakyat adalah “lulus” jika prosentase jumlah
dikator-indikator bernilai “baik (BY = 50%. “cukup
" = 25% dan sisanyva “jelek (J) (LEL 2002)
Standard PHBML int telah digunakan  untuk
sifikasi hutan rakyat sejak tahun 2004.Hingga saat
m telah tersertifikasi sebanyak 13 onit penselolaan
mian rakyat vang dikelola oleh organisssi-organisasi
mumitas; yang meliputi luas 25.391 ha tersebar di
moinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Daerah
mmewn Yogyakarta dan Jawa Timur.

sjoan penelitian

juan penelitian ini adalah menganalisis kinerja
moclolaan  hutan  rakyat pada aspek  produksi,
plogis dan sosial pada kasus pengelolzan hutan hak
#k masyarakat di kabupaten Kuningan propimsi Jawa

etode Penclitian

Penelitian dilakukan di  kabupaten Kuningan,
wpinsi Jawa Barat, meliputi 16 desa yang tersebar di
wilayah kecamatan, Pemilihan lokasi didasarkan
e kondisi lokasi yang memiliki kawasan hutan
bval yang sesuai denpan kriteria kawasan berfungsi
fune  di  luar kawasan  hutan  lindung  senta
snperhatikan potensi  pengembingan  wilavah
nbangunan  dalam  tata reang daerah. Wakin
elitian dilakukan selama ¥ bulan scjak Juni 2009
Analisis  kinerja  pengelolaan  hutan  rakyat
mecunakan Standard LET-5003 (2002) untuk skema
‘yaitu vang mengusahakan hutan secara komersial
s lahan yang berstatus hak milik (secara lengkap
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standard dapat di lihat di wwowlei.orid).Pengumpulan
data untuk setiap indikator dilakukan pada setiap desa,
dimana setiap desa dianggap sebagai satu  unit
pengelolaan  hutan.Pengumpulan  data  dilakukan
melalu diskusi kelompok terfokus kelompok tani vang
juga pemilik, penilaian dokumen-dokumen
pengelolaan hutan, pengumpulan data sekunder vang
relevan dari berbagai instansi terkait, pengamatan
lapangan dan wawancara mendalam dengan mforman
yanu berasal dart tokoh setempal baik tokoh formal
maupur informal:

Hasil dan Pembahasan
Aspek kelestarian fungsi produksi.

Hasil penilaian mdikator-indikator aspek produks:
pada pengelolaan hutan rakyat di 16 desa lokasi
penelitian disajikan pada Tabel 1.

Indikator-indikator vang  bermilm batk  adalah:
perubahan luas Tahan hutan (P.1.2) vang terdapat di 14
dari 16 desa penelitian, kemampuan akses pasar (P.3.2)
terdapat di 13 dari 16 desa penelitian dan manajemen
pemeliharaan hutan (P.1.3) vang terdapat di 6 dari 16
desa penelitian.

Di lokasi penclitian terdapat 14 desa vang luas
wtepan  hutan  rakyatnya bertambah (nilai  capaian
indikator  baik) sedangkan 2 desa  lamnya
berkurangnamun  prosenfase perubahan kecil vyaitu
dibawah 5% (nilai cukup). Faktor-fakior vang
mendukung penimgkatan tutupan lahan hutan karena
penanaman olch masyarakat ini adalah: (a) motif
ekonomi, (b) mata pencabhanan  masyarakat, ()
program PHBM, (d) program-program bantuan
pemerintah. Motif untuk memperoleh manfaat ekonomi
dari hasil hutan kayy dan pemahaman atas fungsi
lindung hutan yang baik serta ditunjang oleh kondisi
infrastrukiur vang memungkinkan penvediaan bibit
tanaman hingga ke desa-desa merupakan faktor penting
yang dominan pada |3 dari 16 desa-desa penelitian
(81,25 %), Faktor yang cukup penting adalah program
PHBEM(pengelolaan  hutan bersama  masyarakat).
Program PHBM adalah program yang digagas para
pihak di kabupaten Kuningan pada tahun 2000 untuk
memfasilitasi kepentingan  masyarakat  dalam
pengelolaan hutan  negara  yang  dikelola  Perum
Perhutani. Meski program  ini tidak membangun
kelembagaan  pengelolaan hutan  hak, namun
muasyarakat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman
yang diterapkan di  hutan  milik  masing-masing.
Persepsi masyarakal atas bantuan program pemerintah
dalam hal tanaman rehabilitasi lahan menganggap tidak
penting dalam arti lidak menjadi asset  wlama
miasyarakal, namun daku menjadi salabh saty stimulus
bagi masyarakal intuk menanami lahannya  secara
swadknya. Faktor penting laimnya adalah jumlah anggota
masyarakat yang bermata pencaharian sebagal petani
yang meliputi ratu-rata 72,07% angkatan kerja di desa-
desa lokasi penelitian, Pengelolaan hutan milik tidak
dapat dipisahkan dari kegiatan pertanian masyarakat
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Tabel | Hasil penilaian indikator-indikator aspek produksi,

Frekuoensi capaian indikator di 16 lokasi penclitian

Indikator (ringkasan)

Baik Cukup Jelek

PoL L Seatus dan batas lahan I6

P 1.2, Pervbahan luas iahan butan 14 2

P.1.3. Pemelihorann hutan f 10

PLEA Sistem silvikultor 16

2.1, Penataan areal pengelolaan butan 16
2.2, Potensi panen lestar 14 2
P23 Pengaturan hasil 14 2
P.2.4. Elisiensi pemanfaatan hutan 14 2
P23 Sistem lacak balak 6
P.2.6. Prasarang hutan 15 1
2.7, pengaturan manfaat hasil 16
P.3.1. Kesehatan usaha 13 3
3.2, Kemampuan akses pasar 13 3

P33 Sistem infbrmosi manajemen 6
P34, Sumberdaya manusia 16

P35, Investasi dan réinvestasi hutan 14 Z
P.3.6. Keniribusi fethadap ekonomi lokal 13 3

Tutupan lahan hutan vang berkurang terjadi di dua
desa yaitu Suksjaya dan Subang Pada Kasus desa
Sukajava terjadi karena masyarakal masth  belum
seaktif desa-desa lainnva dalam  menanami lahan
mereka setelah pengalaman buruk pada tahun 1997-
1999  hutan  tanaman  jati  mercka  banyak
dijarah.Sedangkan kasus desa Subang disamping
karena tingkat pertumbuhan penduduk yvang tinggi juga
karena pada lahun 2005 banvak vang membuka lahan
untuk  tanaman  kopi namun  tidak  dilanjutkan
penanamannya karena harga kopt turn

Indikator pemeliharaan  tanaman hutan (P.1.3)
tergolong baik di 6 dari 16 desa penelitian dimana
kegiaian pemeliharaan tanaman hutan dengan trekuensi
rata-rata 4 {empat) Kali dalam sebulan, sedangkanan di
dessdesa lainova lebih jarang.  Pada umumnya
kegiatan pemeliharaan hutan baru sebatas memeriksa
tapaman dan melakukan penyulaman tanaman  yang
dilakukan disela-sela kegiatan utama bertani sawah.
Pada indikator kemampuan akses pasar (P.3.2), hampir
di semua desa terdapat pengumpul kavu baik yang
berasal dart desa selempal maupon dar luar desa
Trunsaksi penjualan kayu bigsanya atas  inisiatif
pemilik vang menawarkan kavunva kepada pedagang
pengumpul. Oleh pedagang pengumpul dijual ke
industri pengolahan di wilayah Kabupaten Kuningan
maupun ke industn pengolahan di luar kabupaten vang
menghasilkan produk-produk ckspor.

Indikator status dan batas lahan (P.1.1) semuanya
tergolong cukup, dimana pada tingkat pemilik terdapat
batas alam atan  batas buatan vang dapat dikenal:
Mamun belum ada dokumentasi peta kawasan dan
batas-batas  hutan hak pada tingkat hamparan
desa Kapasitas  masyarakat belum  memada  untuk
melaksanakan hal tersebut.Disamping itu belum ada
kepentingan  masyarakat  atas  hal  lersebut
karenamereka masih mengusahakan hutannya secara
sendiri-sendiri, belum melakukannya dalam bentuk
pengelolaan kawasan.
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Sistem silvikultur (P1.4) masih tradisional dalam
arti belum mampu menerapkan kaidah-kaidah
pengelolaan hutan vang baik dalam hal perencanaan,
penanaman, pemeliharaan dan pemanenan Penchangan
dan  penanaman  pohon  dilakukan  dengan
menmnumakan berturut-turst teknik-teknik (cara-carz)
tehang dan tanam vang kurang benar. dan  kurang
mempertimbangkan kemiringan lahan danfatau pohon
terdekat, anakan pohon dan tanaman bawah. Sistem
pengelolaan  vang memposisikan  tanaman  hutan
sebagai tabungan keluarga vang dapal digunakan
ketika ada kebutuhan keluarga vang penting dikenal
schagai sistem lebang  buluh.Praktek seperti im
dijumpsi di selureh desa lokasi penelitian, dan kondisi
seperti i terzolong dalam capaian indikator cukup.

Kontribusi.  terhadap perckonomian  setempal
{P-3:6) cukup.Dua desa yaitu Citundun dan Sukajava
kondisi pengelolaan hutannya belum sebaik desa-desa
lainnya sehinpgpa manfaat ekonominya masihbelom
dirasakan dengan baitk. Kasus di desa Sukajaye,
masyarakal masih memiliki rauma penjarahan kayu
Jjati tamamannya pada krisis [998-1999. Penanaman
lahan kosong dengan jenis-jenis cepat tumbuh (sepert
sengon: Povaserianthes falcataria) seperti yang marak
di desa-desa lain belum terjadi di desa ini. Kasus
Crundun, masyarakal baru mulai tertarik menanam
sengon dalam empat tahun belakangan ini dimana
sebelummnya lebih banyak menanam kacanz bogos
(Figna subterranea) namun  hasimya semakis
berkurang dan harginya menurun.

Informasi  kontribusi  pendapatan keluarga
kavu terhadap pendapatan total vane diterima 6
diketahut dengsn pasti,. Namun kegiatan penj
kayu rakyal selama ini menunj
peningkatan.Produksi  kayu dari hutan  rakyvast
wilayvah kabupaten Kuningan periode 2005-200%
rata mencapai 20.068 m"/tahun dengan kecenderums
meningkat (Dishutbun Kuningan, 2010a) Kavu
hutan rakyat dijual dalam bentuk log ke mdes



pengolahan di Cirebon, Clanus dan Jawa Tengah serta
ke industn-mdustti penggereajian kavu di dalam
wilayah Kuningan. Tercatat 75 unit industri
pengeersajian kayu dengan total kapasitas produksi
terpasang  39.000 m’thn.  Kontribusi terhadap
peningkiatan  ckonomi setempat baru pada tinglat
tapak vaitu pemilik dan pelaku-pelaku tingkat desa
seperti pedagang pengumpul. Pada tingkat kabupaten
kontribusi scktor kehutanan tergolong rendah vaitu
hanya 0,28% terhadap total PAD kabupaten pada
2004-2008 (Dishutbun Kuningan, 2010b).

Indikator-indikator  penataan areal kega (P2.1),
' sistem keterlacakan kayu (P.2.5), pengaturan manfaat
hasil hutan (P.2.7), sistem  informasi  manajemen
{P3.3) bemilai jelek.Kapasitas masyarakat' memang
masih belum memungkinkan untuk dapat mencapai
‘kinerja vang baik pada indikator-indikator tersebut
anpa  ada bamtuan dari pihak ekstemal., Pada
teknya masyarakat telabh melakukan  kegiatan
erkait indikator-indikator  tersebut sesuai
kebutuhannya. namun  dibandingkan dengan norma
| penilaian vang digunakan tidak sesuai.

Aspek Kelestarian fungsi ekologis/lingkungan

Dari lima indikator aspek ekologis/ lingkungan,
sanyva satu yang bernilai cukup vaitu adanya aturan
Relola produksi untuk meminimasi dampak terhadap
ingkungan (E.1.1). Aturan-aturan pengelolaan hutan di
inghal. masyarakat pada umummya berupa norma-
porma yang  diwarisi dan orang-orang  lua
erdahulu. Dalam prakicknya bisa dilihal dalam bentuk
spava  perlindungan  lokasi  sckitar mata air,
'lindungan lahan dengan lereng curam  maupun
bagian lain yang dikeramatkan. Tidak terdapat aturan
ulis tentang pengelolaan hutan karena masyarakat
_Ingetola hutan secara individual, tidak bergabung
dalam kelompok atau organisasi yang memungkinkan
perumusan suran tertulis serta pencgakkannya. Hanva
saty desa dari 16 lokasi pepelitian yang memiliki
mturan tertulis berkaitan dengan hal ini, yaitu di desa
Bangunjaya vang merumuskannya dalam  Peraturan
Jesa  (Perdes) Nomor [44/04/BPTIVZ007. Perdes
ferschut mengatur lentang perlindungan  kawasan
ekitar mata air dan insentif desa bagi pemilik lahan
sang lahannya dijadikan kawasan berfungsi lindung.

Penegakan norma-norma seperti ini tidok dapat
dilakukan sccara konsisten karena penerapannya di
than-lahan milik menjadi kewenangan penuh pemilik
lhan.Namun demikian norma-norma ini Sepantiasa
dihidupkan dalam pertemuan-pertemuan kelompok tani
mng secara rutin dilakukan setiap bulan. Wawancara
erhadap  semua  informan mengakui - adanya
ekhawatiran estafet sistem nilai ini kepada generasi
uda kurang mulus karena sebagian besar kaum muoda
jerantau ke luar daerah, Namun mereka yskin jika

Kapasitas masvarnkat  didefinisikan  sebagai  kombinasi
komitmen, sumberdaya, ketrampilan masyorakat vang
pal didayvogunakan  uniuk membangun ketabanan
seyarakat dan mengatasi persoalan-persoatannyn (Maver.
Beven T, 1995),
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hasil hutan dapat tetap memberikan manfaat ekonomi
yang bak dan menguntungkan untuk hidup di desa
maka masyarakat tidak perlu merantau ke luar desa.

Empat indikator lalonya bermilai  jelek yaitu:
informast dan dokumentast dampak kelola produksi
terhadap lmgkungan (E.1.2), rencana dan pelaksanaan
kelola limgkungan (E.1.3), informasi spesies
endemik/langka/dilindungi (E.2.1) dan upaya minimasi
dampak terhadap - spesies endemik/langka/dilindungi
(E.2.2).Dalam hal informasi dampak lingkungan dan
petlangananiya masyarakat ticak memiliki
dokumentasi tentang hal tersebut.Demikian pula
rencana danpelaksanaan kelola lingkungan tidak dapat
dinilai kinerjanya karena tidak terdapat informasi hal
tersebul.

Dalam lal keberadamm spesies
endemik/langka/dilindungi dan upava-upaya minimasi
manggoannya, capaian kedua indikator tersebut di
semua desa  penelitian  termasuk  jelek Masyarakat
masih belum memiliki perspektif konservasi spesies
vang baik, tidak terdapat dokumentasi keberadaan
spesies  endemik/langka/dilindungi dan upaya-upaya
minimasi gangguanoya.Fungsi lindung  hutan  baru
dipahami  secara fisik  yaitu  untuk  memelihama
ketersediaan air, mencegah banjir dan longsor. Konsep
perfindungan keanekaragaman hayati dalam ekosistemn
hutan belwmn dipahami dengan batk dan belum menjadi
pertimbangan vang penting dalam mengelola hutan
rakyat.Pilihan jenis tanaman lebih didasarkan pada
kecenderungan pasar, dimana dalam hal ini vang
sedang menjadi  kecenderungan adalah jenis cepat
tumbuh dan cepat menghasilkan uang yaitu sengon,

Masyarakal pada umumnya memiliki persepsi yang
baik atas fungsi lindung hutan terutama secara fisik
vaitu untuk melindungi sumber mata air dan mencegah
crosi - serta longsor. Namun karena hutan  rakyat
tersehut statusnya adalah sebagai hak milik, maka
untik mendorong hal tersebut perlu dilakukan melalui
pendekatan  insentif  vang  dapat  mengakomodasi
kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendukung ha
tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2. Dari
informasi ini nampak bahwa meskipun motivasi
menanam hutan vang dilakukan secara individual dan
swadaya pada lahan miliknya, namun masyarakat juga
menyadari manfaat jasa hutan bam masyarakal yang
lebih luas sepanjang ada insentif vang mendukungnya.
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Tabel 2. Persepsi masyarakat atas areal lindung pada hutan hak

Topik Persepsi Frekoensi (%)

Adanya bagian hutan hak yang dilindung) Setuju 100}
) Untuk perlindungan sumber air 81.25
Alasan sctuju Mencegah cros dan longsor 62,30
Masyarakat sadar Iingkungan 12,50
) N ! Sekitar lokasi mata air 83,75
Bagian vang harus diindungi Areal berlerens curam 68.75
Areal lapisan tanah tipis 6,25

Sosialisasi dan aturan yang jelas 50
Penanaman jenis- penshasil hasil hutan non 37.50

Apa saja svarat vang dibutuhkan untuk mendorong
hal tersebul

kayu bernilat ekonomi tinggi
Peningkatan produksi dan pema-saran hasil- 31.25
hasil masyarakat )

Bantuan bibil dan ieknik pengelolaan 25
Kontrak lahan atau tukar guling 25
Kompensasi hasil vang berkurang 18,75

Aspel kelestarian fungsi sosial

Hasil penilaian indikator-indikator aspek kelestariun fungsi sosial disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil penilaian indikator-indikator aspek sosial

Frekuensi capaian indikator di 16 desa lokasi

Indikator (ringlkuasan) r penelitian
Baik Cokup Jelek

5.1.1. Pengelola hutan warga kamunitas 15 I
5.1.2. Pengelola hutan adalah pemilik lahan 16
51230 Btatus lahan tidak dalam sengheta 16
5.1.4. Kejelasan batas-batas areal 16
5.1.5. Mckanisme penvelesaian sengketa 16
5.2.1. Sumber-sumber ekonomi komunitas 16
522 Teknologi produksi 14 2
5.3.1. Pola hubungan sosial yang terbangun £4]
5.3.2. Pembagian kewenangan 6
54.1. Kompensasi atas kerugian kormmitas £4]

Pada aspek sosial dalam hal kejelasan hak atas
kawasan vang dikelola sebagai hutan rakyat. terdapat
dua indikator yang benilai baik yaitu pengelola hutan
adalah warga komumitas (S.1.1) dan status lahan tidak
berada dalam sengketa (5.1.3). Tiga indikator lainnya
hemilai cukup yaitu pengelola adalah pemilik lahan
(5.1.2), kejelasan  batas-batas lahan (5.1.4) dan
digunakannya tata cata atan mekanisme penyelesaian
sengketa yvang berkeadilan terhadap sengketa klaim
vang terjadi (5.1.5).

Hampir di semua lokasi penelitian, pengelola hutan
rakyat adalah warga komunitas kecuali di desa Gunung
Aci.Masyarakat di Gunong  Aci Jebih  banyak
mengusahakan hutan untuk memperoleh hasil dari
tanaman kopi, tanaman hutan hanya schagai anaman
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pelindung. Pengelola  kebun  kopi  tersebul  hampir
setengahnva adalah pendatang dari Kabupaten Ciamis
yang mereplikasi pengalaman mereka dan pengelolaan
kebun kopt di Lampung. Batas-bataz lahan milik di
fapangan pada umumnya ditandai oleh tanda-tanda
vanz diketahui permibk  yang  berbatasan.Hal ini
ditunjukkan pula oleh tidak adanya sengketd lahan
antar pemilik Dalam  hal mekanisme  penyelesaian
sengketa masyarakat mencraphan penyelesaian secara
informal yang biasanya dilakukan dengan pendekatan
persuasit — melalui teguran bersifat sindiran dalam
pembicaraan  informal  maupun dibicarakan  dalam
periemuan Wwarga.

Pembangunan  hutan  rakyat  di  lokasi-lokasi
penelitian  menambah  sumber-sumber  pendapatan




masyarakat (5.2.1) dar kayu vang dihasilkan maupun
dari  tanaman di  bawah  pegakan  vang
diusahakannya.Teknik produksi yang digemakan
merupakan  teknologt  sederhana  dan pekerjaan
dilakukan oleh angpota keluarga amau tenaga upahan,
sedangkan pemanenan dilakukan oleh pembeli secara
manual tidak menggunakan alat berat (5.2.2).

Aspek kelembagaan pengelolaan hutan rakyat pada
umumnya masih lemah. Kelembagaan yang dimaksud
adalah  kelembagaan  pengelolaan  hutan yvang
dibutuhkan untuk mengelola hutan sebagai sumberdaya
vang tdak hanya memberikan manfaat ekonomi bagm
pemiliknya namun juga jasa perlindungan hutan vang
bermanfaat bagi masyarakat luas. vaitu kelembagaan
pengelolaan secara kolektif.  Capaian indikator §.3.2
tentang pembagian  kewenangan vang  jelas dan
demokratis dalam organisasi pengelolaan hutan rakyat

termasuk  kategori  jelek. I selurub desa lokasi
- penelitian tidak ada organisasi pengelola hutan rakyat,
- masyarakat tidak berhimpun dalam orgamsasi tertentu
- vang bermijuan untuk mengelola hutan sebagai suatu
kawasan melalui keputusan-keputusan bersama agar
‘mendapatkan manfaat untuk kepentingan bersama.
Meskipun  terdapat  kesadaran  bersama  di
-masyarakat tentang fungs lindung hutan, namun hal ind
fdak lantas  dircalisasikan  dengan  membangun
kelembagaan  kolektif  ontuk  mencapai  ujuan
tersebut. Ostrom  (1999)  menjelaskan bahwa
gorganisasian secara  mandin (self~orgonisation)
sangat mungkin terjadi jika sumberdaya hutan sangat
penting bagi para pemanfaat, masvarakat memiliki
pemahaman vang sama aias masalah yang dihadapi,
memiliki sikap saling mempercavai satu sama lain,
pemiliki otonomi untuk mengembangkan beberapa
urannya  sendin dan  memiliki  pengalaman
perorganisasi  sehelumnya.  Namun perubahan
ielembagaan membutuhkan jugz pemicu baik berupa
aktor dari dalam maupun faktor ckstemal (Libecap
1929 dan Ostrom 2005 dalam Kingslon dan Caballero
2006). Faktor eksternal sebagai pemicu perobahan
agaan beberapa masyvarakal pengelola hutan di
sropinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yvang difasilitasi
Aropa dan Perseépsi adalah isu pasar dan
ermifikasi  ekolabel serta adanva  dukungan  dari
pemerintah daersh untuk fasilitasi prosesnya.
. Secara  kescluruban  disribusi jumlah  indikator
ernilai baik, cukup dan jelek pada masing-masing
kasi peneliian disajikan pada Tabel 4. Dengan
kriteria  pengambilan  keputusan  penilaian  yang
: an dalam sertifikasi hutan dinyatakan lulus
memenuhi standard  penilaian jikasjumlah indikator-
dikator bernilai “baik (B)® = 30%, “cukup (T} = 25%
in sisanya ‘jelek (13, maka tidak ada hutan rakyat di
s<a-desa  penelitian  yang  memenuhi  standar
pengelolaan kelestarian tersebut. Tidak ada desa yang
mencapai jumlal indikator-indikator bernilai baik lebih
i | 6atau =50% dari total 32 indikator penilaian,
Meskipun luas tutupan hutan rakyat pada areal vang
@i dengan kriteria kawasan berfungsi lindung di
hutan  lindumg secara keseluruhan bertambah
a 5,80% pada periode 2003-2009, namun tidak
Bdukung oleh kinerja pengelolaannya. Dart capatan
likator-indikator di atas nampak bahwa Kinerja
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pengelolaan pada aspek-aspek vang berkaian dengan
teknis pengelolaan hutan untuk menjamin kelestarian
hasil,  pemeliharaan  fungsi  ekologis  dan
pengorganisasian masyarakat masih lemah.

Tabel 4. Distribusi nilai indikator pada masing-masing
Ickasi penelitian

Capaian; jumlah indikator

HBka Do Baik  Cukup  Jelek
Haurkuning 3 16 11
Kertavuga 4 7 11
Windusari 5 6 11
Ciketak 4 I7 11
Cibinuang 5 6 11
Citangtu 5 6 11
Sukaimut 5 L& 11
Gunung Aci 2 15 15
Bangunjaya 4 |7 11
Subang 3 I8 11
Lebakherang 4 L7 11
Citundun 3 14 15
Margzacina - 17 11
Jabranti 3 16 11
Mulyajaya 4 16 12
Sukajaya 2 12 [k

Hal ini mengindikasikan bahwa fokus pengelolaan
hutan olch masyarakat baru terbatas pada merespons
siluasi pasar.Status kepemilikan lahan berupa hak milik
memungkinkan masyarakat melakukan mvestasi untuk
mendapatkan  manfaat  ckonomis  darn  lahannva,
pembangunan hutan lebih banyak dilakukan secara
swadaya, Peluang pasar kayu rakyat terus meningkat,
konsumsi kavu dan hutan rakyar dewasa i tidak
hanya untuk pemakaian sendiri namun sudsh menjadi
sumber bahan baku bagi industri-industri  besar,
Pasaribu dan Roliadi{2006) menyatakan bahwa di lima
kabupaten di Propmsi Jawa Barat (Sukabumi, Ciamis,
Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka) saja pada tahun
2003 terjadi kekurangan pasokan kayu hutan rakyat
untuk indostri kayu pertukangan  scbesar 246.972
m' Secara nasional sumber bahan baku industri yang
berasal dari hutan tanaman termasuk hutan rakyar pada
periode 2006-2010 memujukan peningkatan dari 23,46
juta m’ menjadi 31,99 juta m® (meningkat 36,36%),
sedangkan kayu darl hutan alam menurun dari 11.26
juta m’ menjadi 530 juta m atau turun 112.45%
(BPPHH, 2011},

Dalam rangka mendorong pengelolaan hutan rakyat
berkelanjutan, kelembagaan pengefolaan hulan perlu
dikembangkan pada pengelolaan kolektif sehingga
keputusan atas sumberdaya hutan tidak didasarkan
pada pertimbangan  ekonomis  pemilik  semata,
melainkan Juga mempertimbangkan fungsi
lingkungannya wvang dapat melampaui  batas-batas
wilayah kepemilikan lahannya Pengelolaan
sumberdava alam vang melulu didasarkan kepentingarn
pribadi dan cara pandang  jangka pendek telah
menyebabkan kerusakan ckologis yvang disebut fragedy
uf the commons.
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Pengelolaan hutsn rakyat berkelanjutan pada areal
vang sesual dengan kriteria kawasan berfungsi Hndung
di luar hutan lindung bagsi kabupaten Kuningan sangat
penting  karena  wilayah  kabupaten  Kuningan
merupakan hulu dacrah aliran sungai Cisanppanng
vang merupakan bagtan dari wilayah sungal Cimanuk-
Cisanggarung Luas lahan kritis di wilayah sungaj ini
mencapai + 170000 ha atau 22% dan luas wilayah
sungai Kondisi ini dan tidak adanya waduk yang
dibangun  di  wilayah sungai ini  menyebabkan
kekeringan selalu melanda wilayah pantai utara Jawa
di daerah Cirebon dan Indramayvu. (Ditjen Sumberdaya
Air, 2009}

Kesimpulan dan Saran

Dalam perspektil’ pengelolaan hutan kolektif untuk
mendapatkan munfast lindung hutan bagi masyarakat
luas pengelolaan hutan rakyatdi lokasi penelitian belum
memenuhi  standard  kelestarian  pengelofaan  hutan
rakyatl yang digunakan, tidak ada pengelolaan hutan di
desa lokasi penelitian yang menunjukkan  capaian
indikator bernilai haik lebih dari 16 indikator atan 50%
dari total indikator penmilaian  sebagaimana  krileria
pengambilan  keputusan  yang  digunakan,  Namum
demikian kinerja fsik hotan menunjukan perbaikan
tutupan lahan dan produksi kayu vang cenderung
meningkat. Hal imt menunjukkan motivasi masyarakat
menanam hutan dilakukan untuk merespons kebutuhan
pasar yang meningkat, namun belum dithuti dengan
teknis pengelolaan hutan serta kelembagaan yvang dapat
menjamin integritas manfaat hutan Secara ¢Konomis,
ckologis maupun  sosial Status  kepemilikan  lahan
sebagai  hutan  hak memungkinkuan  masyarakat
berinvestasi pada lahannya untuk merespon peluang
pasar tersebut Pengelolaan hutan  dilakukan secara
sendiri-sendiri  mengacu pada norma-norma  yang
umum  hidup di masyarakat Untuk  mendapatkan
manfaat lingkungan hutan rakyat scbagai fungsi
lindung perlu dikembangkan kelembagaan pengelolaan
hutan secara kolektif vang memmmgkinkan perumusan
tata aturan yang dapat mencegah onentasi pemanfaatan
jangka pendek dan pertimbangan ekonomis pemilik
hutan semata.

Hal-hal yvang dapat disarankan untuk mendukimg
masyarakat  agar  mampu meningkatkan  kinerja
pengelolaan.  hutanmya adalah:  (a)  peningkatan
kapasitasmasyarakal untuk membangun kelembagaan
pengelolaan hutan rakyat, (b) peningkatan kapasitas
organizasi penyuluhan vang berhubungan langsimgz
dengan masvarakat dan koordinasi dengan instansi
teknis terkait, (c) membertkan insentif wniuk
meningkatkan nilai ekonomi kayu dari hutan rakyat
agar masyarakat dapat terus memanam hutannya serta
melindungi areal-areal vang penting bagi fungsi
lindungnya.
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